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2. -~c..a::ig-Undang ... 2 

_'e~gingat 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, setiap Badan Publik termasuk Pemerintah Daerah 
perlu menyediakan, memberikan, dan/ atau menerbitkan 
informasi publik; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Bupati Menetapkan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, untuk 
kelancaran tugas Pejabat Pengelola lnformasi dan 
Dokumentasi tersebut perlu pengaturan Standar 
Operasional dan Prosedur Layanan Informasi dalam 
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah 
Kabupaten Bungo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur 
Layanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bungo; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2755)· 

_ 'enimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BUNGO, 

PROVINS! JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 
NO MOR fl TAHUN 2017 

TENT ANG 
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA 

PF.JABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

BUPATIBUNGO 



2. Undang-Undang ; omor 19 Tahuc 2 2 rentang Hak Cipta 
baran 1 egara Republik ndonesia Tahun 2002 omor 

85 Tambahan Lembaran _ ·egara Republik Indonesia 
1 ·omor 4220); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679,); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika; 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5); 

11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 55); 
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Pasal 2 .... .4 

= c - ?eraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

:. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
- ::le:::erintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 
- en ~ adi kewenangan daerah otonom. 
3:.:pa_: adalah Bupati Bungo. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. 

=:; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. 
Orang adalah Orang Perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau 
2c:ar. hukum publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang 
:- eterbukaan Informasi Publik. 

- Peiabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat 
dengan PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang 
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, penyimpanan dan 
~ ndokumentasian di Pemerintah Kabupaten Bungo . 

. inforrnasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan dan tanda-tanda yang 
- engandung nilai makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
: ang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
zeraasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
- zaunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. 

- inf rmasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
· · rim. dan/ a tau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bungoyang berkaitan 

· engan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara 
·~ .... pen -elenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- 

- · ::cang omor 14 Tahun 2008 ten tang Keterbukaan Informasi Publik serta 
::::" rmasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

· . :::>e::1ohon Informasi Publik adalah warga negara dan / a tau badan hukum 
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana 
dirnaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
• - eterbukaan Informasi Publik. 
Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik 
sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14Tahun 2008 tentang 
:-e-er'oukaan Informasi Publik. 

· __ • nforrnasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh 
pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
Kereroukaan Informasi Publik. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN Bl.TPA7 TE. TA.:~AR OPERASIONAL 
PROSEDUR LAYAl·Ar L~0~\1.ASI PADA PEJABAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

E~ rr; , .. ::~-- ... ,:: 



(2} Pejabat 5 

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur terdiri dari: 
?t. TDAHULUAN 
• . Latar Belakang 
3. . 1aksud dan Tujuan 
C. Asas Pelayanan lnformasi Publik 
?EJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI 
~ ·01(t.JNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 
.\. Tugas dan Wewenang PPID 
3. Kedudukan dan Struktur PPID 

.:OP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
: . Operasional Pelayanan Informasi Publik 
B. Desk Informasi Publik 
C. Vaktu Pelayanan Informasi 
D. . ekanisme Permohonan lnformsi Publik 
E. Jangka Waktu Penyelesaian 
F. Bia ya Tarif 
G. Kompetensi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 
H. Laporan Operasional Layanan Informasi Publik 
·. Keberatan atas Pemberian Inpormasi Publik 

· .. EKAiITSME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN 
PELAYANAN INFORMASI. 
A. Pengumpulan Informasi 
B. Pengklasifikasian Informasi 
C. Pendokumentasian Informasi 
D. Pelayanan Informasi 
~ Keberatan dan Penyelesaian Sangketa Melalui Komisi Informasi. 

BAB II 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

Pasal 3 

• -o·-c·an SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada 
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV sebagai bagian yang 
..: • r terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

_ ;::,-=-::ye~enggaraan pelayanan informasi yang dilaksanakan PPID sesuai 
..:. er; za ... n SOP Se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

Pasal 4 

tandar Operasional Prosedur (SOP ba · Peiaba Penge ola Informasi dan 
rumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo merupakan 

9=C-C~an dalam pengelolaan informasi bagi Organisasi Perangkat Daerah di 
-- gkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam penyediaan, pengumpulan, 

-:- ncokumentasian dan pelayanan informasi serta penetapan Pejabat Pengelola 
..: -,..:-:;iasi dan Dokumentasi. 

Pasa:. _ 



~ /)N. IS, 
~ DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 

o·undangkan di Muara Bungo 
oada tanggal 201 7 

Ditetapkan di Muara Bungo 
oaclr "mggal 7 - !'.> - 2017 

1-:.gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
3 pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo 

BAB III 

PENUTUP 

Pasal 5 

?eraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan. 

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
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3 _,fAKSUD ..... 2 

Dalam era globalisasi saat ini, informasi merupakan salah satu 
re ruhan utama setiap Individu. Sejalan dengan hal tersebut, 

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 

· .ndang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya 
-"'=-nerikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka 
:: r, ... s bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan 
·- · rzaasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. 

Ur dang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bertujuan 
c.5L2.i-a ain untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui 
- ... ricana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan 
;: ses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 

tusan publik. Sedangkan manfaat bagi Badan Publik, tujuan regulasi 
·-· adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di 
ir.gkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang 
oerkualitas. 

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), telah 
cseraberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk 
mercperoleh informasi publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai 

ewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi 
.=--·- · secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 

Dengan terbitnya regulasi keterbukaan informasi publik ini, telah 
mendorong Pemerintah Kabupaten Bungo untuk membuka diri terhadap 
:""~P informasi yang diminta masyarakat. Langkah awal yang dijalani 
Pemerintah Kabupaten Bungo adalah membentuk lembaga Pejabat 
Pe gelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sistem terpusat 
sentralisasi), dirnana Bagian Komunikasi dan Informatika Setda 
· · upaten Bungo sebagai leading sektornya atau disebut PPID Utama. 

Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dilingkungan 
Pernerintah Kabupaten Bungo serta Lembaga/Badan Usaha Milik Daerah 
_ rang telah menerima anggaran APBD Kabupaten Bungo adalah pejabat 
yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu. 

Tugas PPID utama adalah menyediakan akses informasi publik bagi 
pernohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Utama perlu 
menetapkan standar layanan informasi dalam bentuk Standar 
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo 
De __ gan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, 
iiaarapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

d.apa berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang 
berki alitas dapat secara nyata terpenuhi. 

~-.. -.~ R BELAKANG 

-~ OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT 
::::_ ·G::::..OL.\ INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BUNGO 

PID) DI LINGKUNGAN 



- ill~ - ~~ .....• 3 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) D 
- -- • "GA.:· PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

G . .\S DA.~ WEWENANG PPID 
: .... gas Pokok PPID Pemerintah Kabupaten Bungo: 
a. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan 

pengumpulan informasi, mengklasifikasi inf ormasi 
........ endokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan 
informasi dari PPID pembantu. di ingkungan Pemerintah 
Kabupa en Bungo: 

:J raenyirapan, mendok:ume irasisan dan/atau 
::::e=be-=~ pelayanan informasi - 

. Partisipatif 
. endorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
- rapan masyarakat. 

::: -- ""sa::naan Hak 
-·Ca.K diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 

ngan, gender dan status ekonomi. 
- eseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pezaberi dan penerirna pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
cewai iban masing masing pihak. 

- ransparansi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
=e:nbutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
c.....:::::::engerti . 

• ""'..K'...:n tab ili ta s 
Dapar dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

~ p ndisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerirna 
pe a~ ·anan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas. 

aksud 
tandar Operasional Prosedur ·SOP :.=i disusun sebagai alur proses 

pe aksanaan pelayanan informasi dan acuan tentang ruang lingkup, 
tanggung jawab serta wewenang Peiabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi atau PPID Pemerintah Kabupaten Bungo dalam 
menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan 
kegiatan pelayanan informasi publik. 
~ iuan 
a. rnewujudkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik secara efektif dan efisien; 
. :nemudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi; 

. :nemberikan standar bagi PPID Utama dan PPID Pembantu dalam 
melaksanakan pelayanan informasi publik; dan 

·. menjadi sarana dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur. 
- .! - .~s PELA YANAN INFORMASI PUBLIK 

8. 



-gas 
a. rnemutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan lnformasi 

?ublik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; 
. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan 
dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bungo; 

c. mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab 
Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Bungo; 

d, memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon 
informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; 

.. - memberikan persetujan atau penolakan atas sl.rra penetapan daftar 
informasi publik clan surat penetapan r< as;- ..:as; informasi dari PPID 
Utama; 

Bupati Bungo 
Sebagai perwakilan Badan Publik Pemerintah 
Kabupaten Bungo. 

__ . :asan PPID 
ungsr 

-== ~::J· :TICKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID 
Kedudukan PPID utama : 
P? D Utama berkedudukan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bungo. Ketua PPID Utama adalah Pejabat ex officio Kepala Bagian 
Komunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo, 
Penunjukan PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati . 
Struktur Organisasi PPID, terdiri dari: 
a. Kerua PPID Utama 

Sekretaris PPID Utama; 
c. PPID Pembantu; 

Sekretariat PPID Utama . 
. "GSI DAN TUGAS MASING - MASING TIM PPID 

c. rnelakukaa verifikasi bahan :.:::.: rr::asi publik dari PPID Pembantu 
sesuai rugas pokok dan fungsi rganisasi; 

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang 
dikecualikan; 

e. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi 
agar dapat diakses oleh masyarakat; dan 

i. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa 
informasi publik. 

· ewenang PPID Pemerintah Kabupaten Bungo: 
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya 
diakses oleh publik; 
rneminta dan memperoleh informasi dari unit kerja 
komponerr/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; 

·. zaengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID 
pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; dan 

.. raenugaskan PPID pembantu untuk membuat, mengumpulkan, 
serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan 
o:-garusas1. 



as a. melaksanakan koordinasi penyusunan program 
pengelolaaninformasi dan dokumentasi; 

b. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang­ 
bidang pada Sekretariat: 

c. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka 
pengurnpulan informasi C2.:l dokumentasi: 

. : kretaris PPID Utama Kepala Sub Bagian Aplikasi dan Sistem 
Informasi pada Bagian Informasi dan 
Persandian Setda Kabupaten Bungo 

Se bagai koordinator perencanaan, pengelolaan, pelayanan, 
dan pengendalian informasi dan dokumentasi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan 
bertanggungjawab kepada Ketua PPID Utama Kabupaten 
Bungo. 

Sebagai Ketua pelaksana penyelenggaraan layanan 
Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bungo. 
a. memimpin penyelenggaraan layanan Informasi Publik di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; dan 
b. menetapkan surat keputusan infonnasi yang 

dikecualikan. 

. menerima keberatan atas peno ak:an ~-= pemonoz ... informasi publik; 
dan 

._, menghadiri atau membuat sura kuasa dalam proses penyelesaian 
sengketa informasi dan ajudikasi . 

.:. -.:_::: Pertimbangan terdiri dari : 
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo . 
c Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan 

sebagai Anggota. 
- .. :...s:sten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo 
- _ .epala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo sebagai Sekretaris. 

·epala Bappeda Kabupaten Bungo sebagai Anggota 
:epala Badan Pengelola dan Aset daerah kabupaten Bungo sebagai 
r.ggota 

·e?<L-a Bagian Organisasi Setda Kab. Bungo sebagai Anggota. 
t: _::~1 Sebagai Tim Penasehat bagi Atasan PPID terhadap 

permasalahan pada PPID atau sengketa Informasi Publik 
dilingkungan' Pemerintah Kabupaten Bungo. 
a. memberikan saran tentang pengujian konsekuensi; 
b. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang 

dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan 
Keputusan Ketua PPID Utama; 

c. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan 
sengketa informasi; dan 

d. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam 
SOP ini. 

a:- a PPID Utama: Pejabat ex officio Kepala Bagian Komunikasi 
Informasi dan Persandian Setda Kabupaten 
Bungo. 
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Tu gas 
Pranata Humas : 

a. membantu Sekretaris PP:::J Utama dalam proses 
lavanan informasi: 

Sebagai unit pelaksana layanan informasi dan dokumentasi 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris PPID Utama 
Kabupaten Bungo. 

Tugas 
Sekretariat : a. membantu Sekretaris PPID Utama dalam 

menyimpan, mengklasifikasi dan menyediakan 
informasi atau dokumen dari PPID Pembantu 
termasuk mengembangkan penyediaan dan 
pelayanan informasi publik; 

b. melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan 
dokumentasi; 

c. menginformasikan adanya permohonan informasi 
atau surat keberatan informasi kepada Sekretaris 
PPID Utama; 

d. menyiapkan lampiran Nota Dinas / memo bagi proses 
layanan informasi oleh Sekretaris PPID Utama; 

e. menyiapkan materi balasan surat dari pemohon 
informasi atas arahan Sekretaris PPID Utama; 

f. menyiapkan surat permohonan data dan informasi 
ke PPID Pembantu atas arahan Sekretaris PPID 
Utama; 

g. mengcvaluasi dan merekap data permohonan dan 
penyampaian informasi, meliputi informasi yang 
dipenuhi atau yang ditolak berikut alasan 
penolakannya; 

h. memantau proses layanan informasi berkala, 
inf ormasi setiap saat dan informasi sertamerta; dan 

1. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris PPID Utama. 

- - kretariat PPID Utama terdiri dari: 
_ Pranata Humas 
- Pranata Komputer 
- Pranata Arsiparis 

d. melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan 
penjelasan terhadap pemohon informasi; 

e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan 
pelayanan informasi publik melalui media cetak dan 
elektronik; 

f. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian 
pelayanaan informasi dan dokumentasi; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, 
kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
ketua PPID Provinsi; dan 

i. untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris 
dibantu oleh Sekretariat. 

-5- 



- dokurnen tasi 

a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan 
dan Dokumentasi Inforrnasi 

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau 
memberikan pelayanan Informasi kepada Publik 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan 
bertanggungjawab kepada Ketua PPID utama Kabupaten 
Bungo. 

a. menyediakan informasi dari pemohon 
lnformasi sesuai arahan Sekretaris PPID 
Utama; 

b. mengklasifikasi dan menyimpan 
data/informasi dari PPID Pembantu; 

c. berkoordinasi dengan bidang Penyimpanan 
Data (Badan Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Ka bu paten Bungo) dalam 
penyediaan dan pengamananan 
data/ informasi; 

d. mengklasifikasi dan menyimpan dokumen 
permohonan informasi yang telah dipenuhi 
atau ditolak; dan 

e. melakukan tugas-tugas administrasi 
terkait layanan informasi. 

Kepala Sub Bagian Persandian Pada Bagian 
Komunikasi Informasi dan Persandian 
Setda Kabupaten Bungo. 

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian 
Hukum Setda Kab. Bungo ---- :a 

- crata Arsiparis 

a. melakukan pemantauan dan memberikan 
pelayanan terhadap permohonan informasi 
melalui digital dan non- digital; 

b. membantu Sekretaris PPID Utama dalam 
membuat laporan informasi berkala; 

c. berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan 
Data dalam penyediaan data/ informasi; 
dan 

d. melakukan tugas-tugas administrasi 
terkait layanan informasi. 

gas 

-5aS 
_ nata Komputer 

b. menghimpun sura I permohonan informasi melalui 
digital dan non-digital; 

c. menyampaikan permohonan informasi kepada PPID 
Pembantu atas instruksi Sekretaris PPID apabila 
data/ infonnasi yang diminta Pemohon belum 
tersedia diPPID Utama; 

d. mengumpulkan data/informasi dari PPID Utama 
untuk diperbaharui setiap saat; 

e. melakukan tugas-tugas administrasi terkait 
permohonan informasi; dan 

f. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Koordinator Sekretariat PPID Utama. 
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Fungsi 

Dijabat oleh Sekretaris pada Badan, Dinas, dan 
Sekretaris yang membawahi Tata Usaha di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo 
Sebagai Penyedia data/informasi publik yang 
berada dibawah kewenangannya, yang 
bertanggung jawab kepada Ketua PPID Utama 
Kabupaten BU11go. 

-· PPID Pembantu 

a. pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian 
Sengketa Informasi 

b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan 
penyelesaian sengketa informasi 

c. pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas 
pengaduan atau sengketa informasi. 

d. pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi. 

~gas 

Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi 
publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo 
bertanggungjawab kepada Ketua PPID utama Kabupaten 
Bungo. 

ngsi 

a. pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah 
Data dan Klasifi.kasi Informasi 

b. pelaksanaan konsultasi klasifi.kasi informasi publik 
c. inventarisasi pengklasifikasian informasi dan 

dokumentasi. 
d. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan 

dalam rangka memenuhi permohonan informasi. 

g·...:ang Penyelesaian Sengketa: Kepala Sub Bagian Infrastrnktur 
Teknologi Informasi pada Bagian 
Komunikasi Informasi dan 
Persandian Setda Kabupaten Bungo. 

~~ota Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada 
Bagian Hukum Setda Bungo. 

c. penge o aan dan pengezc bangan di bidang informasi dan 
dokumentasi publik 

d. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi 
e. penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka 

pelayanan informasi publik 
f. penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan 

informasi publik. 
- .= - ::- :::, Penyimpan Data/ Arsip: Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada 

Bagian Organisasi Setda Kabupaten 
Bungo. 

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian 
Organisasi Setda Kab. Bungo 
Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi 
informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bungo dan bertanggungjawab kepada Ketua 
PPID Utama Kabupaten Bungo. 

-{- 
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......................... memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID 
menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada 
: rretariat PPID yang berkedudukan di Bagian Komunikasi Informasi =-~ ?ersandian Setda Kabupaten Bungo 
?""'::1.:-elenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari 
·""::a yaitu Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan 

se bagai berikut : 
S nin -Kamis 

--~~ PELAYANAN INFORMASI 

- s.or 'AL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
- · · :::elaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front 

-.-.,- ~ ~ back Office yang baik: 
- Q4ice meliputi : = {)es iayanan langsung 

!.JleS ayanan via media digital/ elektronik 
........ - Office meliputi : = ::·-a.."'lg pelayanan dan dokumentasi informasi = a·:..a.."'lg pengolahan data dan klasifikasi informasi 

rro RMASI PUBLIK 
...,, _ _......~- memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon 

rmasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
- - · desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan 
- _ anan melalui media antara lain menggunakan telepon, email dan 

- _ -,:< enggara pelayanan publik dalam melaksanakan masing- 
- gas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang 

engan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku dalam 
::c:::;:::..e:::~;-a~-a~"'l pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan 
::c~==:2-. pie _ Tanan informasi. Adapun standar pelayanan informasi publik, 

0°.=:RASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI 

a. menyusun Daftar Informas: Publik (DIP dari unit/satuan 
kerjanya; 

b. menerima permohonan inforrnasi publik baik secara 
digital maupun non-digital dan memastikan tercatat 
dalam formulir permohonan; dan 

c. menyampaikan pemberitahuan tertulis atau penolakan 
permohonan informasi kepada Pemohon informasi; 

d. menyampaikan salinan dokumentasi informasi kepada 
Pemohon Informasi; 

.,. . menerima pengajuan atas keberatan permohonan 
informasi; 

f. menyampaikan tanggapan tertulis atas keberatan 
permohonan informasi; dan 

g. berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian 
sengketa informasi. 
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• -. -.A.RIF 

· oat Pengelola Informasi dan Dokumentasi rnenyediakan informasi 
_ secara gratis { tidak dipungut biaya } sedangkan untuk 
_ _ ggandaan dan perekaman, pemohon/ pengguna informasi publik dapat 
-~.:.a.;-i...liffiil penggandaan informasi sendiridi sekitar areal perkantoran -=-::-- K rnunikasi Informasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo. 

OHO~ ·ru. L '"FO 

rnohon informasi datang ke tempa layanan informasi dengan 
engisi formulir permintaan informasi serta melampirkan foto copy 

~:TP pernohon dan pengguna informasi; 
. perugas mernberikan tanda bukti penerirnaan permintaan informasi 

9 olik kepada pernohon informasi publik; 
oer gas rnernproses pernintaan informasi publik sesuai dengan 
: rrnulir permintaan inforrnasi publik yang telah ditandatangani oleh 
::;.e::10 hon; 
pe ugas menyerahkan inforrnasi sesuai dengan yang dirninta oleh 
peraohon / pengguna inforrnasi. 
• ·-- informasi yang dirninta pemohon belum tersedia di PPID Utama, 

;;:-.a Ka petugas memproses permohonan informasi/ data terse but 
- ... alui Sekretaris PPID U tarna; 

·- informasi yang diminta pernohon termasuk dalam kategori 
rmasi yang dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan 

_ ::- Iakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 
- uu (UU KIP); 
c; as rnemberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik 

- :- - da Pernohon lnformasi Publik; dan 
..:oas rnencatat, merekap dan mendokumentasikan laporan 

= anan dan tahunan, meliputi jumlah permohonan informasi yang 
- ayani serta jumlah permohonan informasi yang ditolak berikut 
- · - san. penolakannya. 

· . .\KTU PENYELESAIAN 

crcses pelayanan informasi publik dilakukan setelah pemohon 
:.:-...: rmasi rnernenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 

asru penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari 
-::-:a sejak perrnohonan diterima oleh PPID Utama. PPID wajib 

menanggapi perrnintaan informasi rnelalui pernberitahuan tertulis. 
mberitahuan ini rneliputi perrnintaan informasi diterima, atau 

_ rraintaan informasi ditolak; 
--::. PPID rnernbutuhkan perpanjangan waktu dikarenakan informasi 

_ - ng di.min ta belurn dikuasai, rnaka PPID dapat rnernperpanjang 
~ paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama 

- oerikan. Untuk hal tersebut, PPID harus rnernberitahukan secara 
~s apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak; 
-:_ rampaian / pendistribusian/ penyerahan informasi publik 

::li!.furukan secara langsung , rnelalui email, fax atau jasa pos; dan 
jika permohonan informasi diterirna rnaka pada surat pemberitahuan 
j ..:.ga dicantumkan rnateri informasi yang diberikan, format informasi, 
- rta biaya apabila diperlukan untuk keperluan penggandaan atau 
oerekaman, Bila permintaan informasi ditolak maka dalarn surat 
~.=beritahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP . 
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output proses layanan informasi publik dan arsip data yang 
erahkan kepada pemohon selanjutnya dikelola oleh Bidang 
_:::::pa.nan Data PPID untuk disimpan di Badan Perpustakaan dan 

---~ Daerah Kabupaten Bungo. 
::_- - --~. ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK 

-~...,. oemohon inf ormasi publik dapat mengajukan keberatan secara 
cepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

berdasarkan alasan berikut: 
- !2.i{8.l1 atas permintaan informasi berdasarkan alasan 

gecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU Nomor 14 
:: - .....r: 2008; 
:- :=,., disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam 

• - - 9 Undang-Undang KIP; 
--~ ditanggapinya permintaan informasi; 

perm · taan informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang diminta; 
idak dipenuhinya permintaan informasi; 

pen genaan biaya yang tidak wajar; dan 
penyampaian informasi yang melebihi waktu yang telah diatur dalam 
so= mi. 

:ORl _-\.S.? ;BUK 

engelola Informasi dan Do· rurnentasi dalam melaksanakan 
_ --=- nformasi publik kepada pemohonjpengguna informasi publik 

en Pranata Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer. 
__ gas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang 

:=?=:::.3d- kcrnpetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan ------=-5-~'1.dangan Keterbukaan Informasi Publik dan pelayanan 
keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat 

_._ "::: - : dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. 

PERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

laan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik 
'---=-=-··.:..:,::wc--:u. melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas 

- _ .=.I"..a::. informasi publik; 
pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan 

pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk 
- -~ kepada bidang pelayanan informasi; 

pelayanan informasi membuat laporan bulanan hasil 
,_._..~-"""-'"'"- ..... aan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan 

pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) 
~ tab Kabupaten Bungo; 

~:.....-.:.: .. ., utnya PPID Kabupaten Bungo setiap bulan melaporkan kepada 
- - ..: Kabu paten Bungo selaku atasan PPID Kabupaten Bungo 

-- :: ..:: ekretaris Daerah Kabupaten Bungo; 
- -..-:--~ terse but memuat informasi mengenai permintaan informasi 
-= - yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang 

· penuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai 
_ = alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam 

uhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan 
,-~---=_ua.."1. yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; 



's::::E::·.::::-:::· - ..: :tK' ..i t: 
-........--_. ~- ali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; 
~..._"""-=-r.a kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya; 
___,_ ............ - ..... - ta informasi dan dokumen yang dihasilkan; dan 

-- - ~,.. daftar jenis-jenis informasi dan dokumen. 

utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan 
- _ - - - - informasi dan dokumentasi, meliputi : 
_, ..... zni sa.s • kelem bagaan; 

--- - "l dan Peraturan Daerah terkait; 
- - - daya manusia (struktural dan fungsional); 
--- can kegiatan; 
zaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang meliputi ~ ....: 

-. ...... _-c.::.:-: dan kegiatan; 
=--·=- .... - dan prasarana serta sis tern informasi (IT); 
____ · iformasi yang wajib disediakan dan diurnumkan secara 

- zar informasi yang wajib diumurnkan secara serta merta; 
- ...:::.: icformasi yang wajib tersedia setiap saat; 

...c.: :...:ormasi yang dikecualikan. 
~ .. - ........... ·--- :IFIKASIAN INFORMASI 

__ :_-_ - ses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, 
- _ ·- ·-::--asi yang bersifat publik dan infonnasi yang dikecualikan. 

- rzcasi yang bersifat publik 
- - "'-?OkK.an berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas 
• • - -- fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi: 

- - rrcasi ~·ang wajib diumumkan secara berkala, yaitu informasi 
_ --:r cerbuka untuk publik yang disediakan dan diumumkan secara 

satu bulan tiga bulan dan enam bulan sekali, 

dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan 

--.:::..::. · . ·ang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan 
....;._.,. ...... -_ cengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. 

-.:-: yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, 
-=::- statis maupun dinamis. 
- ... bagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang 

::c::::::::=s~~-g jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di 
~--:a..."1.~·a, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip 

- cair dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja 

_ _ an informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan 
- : - '.:> - • sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan 

. I :FOR ... 1ASI 

yang harus diperhatikan oleh setiap OPD di lingkungan 
Kabupaten Bungo dalam kegiatan pengumpulan informasi 

• PENDOKUMENTASIAN 
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pengelompokkan informasi yang dikecualikan, perludi 
-- · • :1 hal-hal sebagai berikut; 

- -:::s· yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi 
apa mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 

e iputi: 

- - :-:asi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi 
_:-..a:n.i, gunung meletus, tanah longsor, banjir dan sebagainya; 

- ·-:-::-:asi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil 
zaeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut 

- ...::.- iaerah pemukiman; 
- rmasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan 

reazror nuklir untuk pembangkit tenaga listrik; 
- ==.:-- rrnasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran 

~".i.E...:. unruk kepentingan umum; dan 
· n yang mengancam hajad hidup orang banyak. 

- nrmasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi: 
_ aartar seluruh informasi publik yang berada di bawah 

~ iguasaan Pemerintah Kabupaten Bungo, tidak termasuk 
:=.: rrnasi yang dikecualikan; 

- s keputusan Pemerintah Kabupaten Bungo dan latar belakang 
_ rtirnbangannya; 

ruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat 
na dan/ atau dibaca di OPD; 

_ -cana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan 
_ ngeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat dilihat 
~ atau dibaca di OPD; 

= ;;e ~ anjian Pemerintah Kabupaten Bungo dengan pihak ketiga; 
·- - rmasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat Pemerintah 

- oupaten Bungo dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 

- .:'~ sedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo yang 
- ... kaitan dengan pe1ayanan masyarakat; dan/atau 
aporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana 

..:· rur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
- e .. erbukaan lnformasi Publik. 

- ·- - rmasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten 
'J....::go. laporan akuntabilitas kinerja, dansebagainya; 
·- · rmasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi 
anggaran, la po ran pendapatan daerah, laporan 
- -:.2..i.'iggungjawaban keuangan, dan sebagainya; 

- ::- · rmasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan; dan 

= ~::-::lasi yang lebih detil atas permintaan pemohon. 

_ ·ang meliputi seperti sejaraa s:::gtc.a· struxtur organisasi, 
::u::.:ai.."J., kedudukan, tugas ~aii -....::gs~. program kerja dan 
- >J2.g~"J. _ ·a: 



~ENTASIAN INFORMASI 
-::...-.-:,_,.,~....::.:.e::casian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan 
.::=:c::::=:2.sJ,· catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ a tau diterima 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo guna membantu 
:: -- melayani permintaan informasi. 

._.__._ ... - ..... -. -=:e:itasian inf ormasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
- - g- undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata 

--- .... -::-271 yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. 
- - - - alam pendokumentasian informasi meliputi: 

~_::;;;..:::.=.,:-:-s informasi: 
=..e.....:.buat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi. 

- -- ; informasi: 
._ ...... ""'·=-==-:-:..1 informasi cliverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya. 

~-:. · --- : inf ormasi: 
___ -:.ra--: untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi 
==..:: :z-as:. o eh setiap satuan kerja 

--=- ip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan 
· =---- si yang dikecualikan: 
_ cetat artinya untuk mengkategorikan informasi yang 

·· cecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang 
alid dan mengedepankan obyektivitas; 

_ teroatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas 
:;;a.ca informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang 
- ubyektif dan kesewenangan; dan 

- · r-a k mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak 
~ecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar 
=""::g..~endakinya. 

ualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya 
ential harm test) yang mendasari penentuan suatu 

-- -:: : harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka. 
- - .ebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup 

-:: obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c 
-=·:-ap· dengan uji kepentingan publik (balancing public interest 

. c.r:g mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai 
_a.:: kepentingan publik. 
_ ifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan 
~ tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial 

_ --_ - dan pertahanan keamanan. 
"--""......;;..::=- klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas 

- - ~a· ma na dimaksud pada huruf b angka 1 dan 2 terse but di 
diajukan oleh OPD yang memiliki kemandirian dalam 

:g""' _ :a kegiatan, anggaran dan administrasi. 
---e:.c:..;>a._'1. sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3 dilakukan = ~- · rapat pimpinan. 
-·- informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan 
- gan Keputusan Ketua PPID Pemerintah Kabupaten Bungo. 

·ang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur 
- ::- Pasal 17 dan Pasa118 Undang- ·ndang ·omor 14 Tahun 

- 3- 
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= 

- -i.. • _ 'FO RMASI 
-=--=:....:- • - e Pelayanan Informasi 

:nemenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan 
.i-._.__..-,_-_ r; pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan 

: publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui 
tak dan elektronik melalui tahapan sebagai berikut: 

-:-- tinan Daftar Informasi Publik di PPID Pembantu : 
-::: ing-rnasing PPID Pembantu di setiap OPD menyusun 
rianzaenyiapkan rancangan Daftar Informasi Publik yang berada 
-·oa ah penguasaannya sesuai dengan kategori informasi 

agairnana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan 
--- rmasi Publik. 

?? D Pembantu di masing-masing OPD menyerahkan rancangan 
afzar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaaannya 

zepada Pimpinan OPD. 
?-::J nan O PD memeriksa rancangan Daftar Informasi Publik yang 
-- erahkan PPID Pembantu dan mengkompilasinya menjadi 
raacaagan Daftar Informasi Publik. 

·-:--·nan OPD menetapkan rancangan Daftar Infomasi Publik 
w.""-:~ac:li Daftar Informasi Publik OPD. 

aftar Informasi Publik OPD didistribusikan kepada PPID Utama 
--=a.~ ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. 
p;:,:I) Pembantu dan Pimpinan OPD memperbarui (updating)Daftar 
- iormasi Publik (proses dilakukan sebagaimana urutanl - 6) 

::: ranan Permintaan Infomasi 
Pemohon inf ormasi datang ke desk layanan inforrnasi atau 
melalui media online/website : www.bungokab.go.id dan mengisi 
.: rmulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy 
..P Pemohon dan pengguna informasi. 

Perugas layanan informasi memproses permintaan pemohon 
informasi publik, meliputi: menerima dan mencatat Buku 
0egister Permohonan Informasi, memberikan tanda terima 
repada pemohon dan menyampaikan surat permintaan data 
cepada Pejabat Eselon IV di bawah PPID Utama. 
Staf di bawah Sekretaris PPID membuat Memo kepada Kepala 
S ...1':> Bagian Aplikasi dan Sistem Informasi pada Bagian 
-- rnunikasi lnformasi dan Persandian Setda Kabupaten Bungo 
selaku Sekretaris PPID U tama. 
S kretaris PPID membuat i [ota Dinas yang ditujukan kepada 
Ken;a PP D -tama untuk mendapa araaan. 

i pernberian kode [pengkodean · nformasi: 
- _L:..:{: mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka 
;. rukan kociefikasi; dan 

- - "e pengkodean ditentukan oleh masing-masing satuan kerja. 
- ...2.2.r dan penyirnpanan informasi. 
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-~ informasi yang diminta sudah dikuasai oleh PPID Uta.ma, 
·erua PPID membuat memo/disposisi yang ditujukan 

~---- a . · epala Sub Bagi.an Persandian pada Bagian Komunikasi 
= i dan Persandian Setda Kabupaten Bungo (Bidang 

-~--:=_ · - .__a.."1 Data) untuk dipenuhi. 

informasi yang diminta termasuk informasi yang 
--=..._......-c.likan, maka Ketua PPID membuat nota dinas yang 

~ - . kepada Atasan PPID melalui Tim Pertimbangan PPID 
_,, -· ::.: · ndak lanjuti atau ditolak. 

-......c. informasi yang diminta belum dikuasai oleh PPID Uta.ma, 
i:>? .. .D Uta.ma memberitahukan hal tersebut kepada 

informasi dan menyampaikan surat permintaan 
___ -- · rmasi dimaksud kepada unit kerja /OPD terkait sesuai 

:_ formasi yang diminta. 

- ...... :: - · ayanan informasi memantau penyiapan data oleh PPID 
- ..... sesuai dengan memo yang telah diajukan. Jangka 

- -- penyiapan data sesuai dengan ·jenis da.tanya. Untuk data 
......:..~ ....... - n kliping dan data statistik sederhana jangka waktunya 2 

- ..: se : a, sedangkan data terolah seperti pointers (3 hari kerja) 
·· analisis ilmiah (7 hari kerja). 

as .ayanan informasi menerima data/ informasi yang telah 
apkan unit kerja melalui PPID Pembantu. 

- -::a.s layanan informasi membuat tanda bukti pelayanan 
yang ditandatangani oleh PPID Utama yang 

-_ atazan bahwa permintaan data telah selesai dikerjakan. 
- -_5as memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik 
- _ - ca Pengguna Informasi Publik. 

" __.,,__,,_ - ~'"':ti Penyelesaian 
penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon 

- - s: publik dilakukan setelah pemohon informasi publik 
::-.....:...i persyaratan yang telah ditentukan . 
..... penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari 

- - ~ak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi 
informasi melalui pemberitahuan tertulis. 

mi meliputi permintaan informasi diterima, 
;::e::::::@~-:a.an informasi ditolak, dan perpanjangan waktu 

.~--.L'"'"""ritahuan permohonan diterima atau ditolak. 
~ i:)?.D membutuhkan perpanjangan waktu, maka diperbolehkan 
-=- araoah waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

- ~apan pertama diberikan. 
permohonan informasi diterima, maka dalam surat 

i.......:Je-::ahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, 
-~: informasi, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan 

- z ggandaan atau perekaman. 
- pe~taan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan 

........ can tumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP. 
- -..,. D. . PE. -YELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI 

......... ,~- ..... = _J..,. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara 
- kepada atasan PPID setelah diterimanya jawaban atas 



r" - 

.. - nisme Penyelesaian sengketa informasi 
?PD menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; 
Tim Pertimbangan PPID menyusun kajian dan pertimbangan 
· ukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID; 
pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, 

· an MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk 
penyelesaian sengketa informasi. 

- _ ......, akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan 
- aon informasi publik secara tertulis: 

i:>? D mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan 
pernohondarr/ atau pengguna informasi; 
??ID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang 
terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 
dizerima PPID; 
casil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara 

_ -~,g ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 
asil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 

• .c.san PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
- hon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

--~ hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, 
akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai 

czngan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur 
~ berikut: 

?? D mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna 
· nformasi yang akan ditolak; 
?? D mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD yang 
rerkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 
.:i terima PPID; 
-:asil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara 

_ -a.,g ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 
::.asil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 

-16- 
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?~RASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT 
-· c:-oRMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
::::,y .·Go 

e: .PATI BUNGO 
:-. :-IUN 201 7 



-riO 

!! 
i3 
s: .. 

11110 .. ... .a c .a GI :::, e, ........ .. c ~ .. 
'a c ... e 
GI e, 

... - c E ::l c ....... c .:: E :, .. 0 QI ... - . s: C O .... 0 QI - c~ E 0.. ..: .. 
A. 

A. 

... c: 
QI ... .... E ... 

.:,,:: ... ... ... ... 
.E > .::::"::::, 

c QI 0 E c .:,,:: ii: ... .:: ........... "' a.. a. s !E "' 'o 2 ... s: ... 
QI "O -;;; ..... "' .0 .:: t'. 3 ,5 
.,; QI "' .:,,:: e .0 ~ "' ~t "O ~ - QI + c .:,,:: ... ... ... "' ... .§ .:,,:: l>O "O c- ... ... "' - "' QI B ~-...... u c - QI ... ... "' II) 'ti 'ti e "' "' vi .;; ... 

QI ::, "' ... ... a..:,,:: § E E .:,,:: 'o 
.E 0 0 .3 E c - - c ::, E E ::, di ........ c c c ... .0 ... ... ... ... ·;;; s:: ... "' ... ... 

o:l 0 ... ..... ..... ... 
;:I .. c c c E ·= .§ § .§ 

.>,( a ..... 0 ::, a ~ o 0. QI QI QI - ..... e, a.. a.. c 
c t E- ::, 

;::) c, E- 0 ...; N en «i- 

c~ ... - - "O 0 IIO C ii: ... ... 
~ m "' 0.. 

0 ... .!! c :::J ... - ... a. E QI 
QI O 
:,.:¥ 

: 

!SeWJO:JU! UOLfOWiJd 

µep u~teJaqa}I epe e1iq iseU!PJOO)I 

L 

• !I 

J 



If) 

2 
< > 

z 

= 

< 



.... rn 
cd 

E 
.£ .s "in 
§ en 

...:i c s O I-< 
<Y ..c:: .£ 
U) O i:: 
>-. a .... 
~ 

21 
I-< § 

+ Q) cd p... ..... P...._. 
:r: .0 §.S P.. & ~ § ......_ 
...:i .... rn ..... Cl) 

~ cd O p.. 
E-< .... a [§ :r: ~ I-< 
§ § cil .£ rn eo "O 

i:: ;.=: i:: 
§ .£ i:: 

...... :::1 § 0 

§ ate'§ th·s ·~ ~ C§~E-<ES O § cd ~o I-<§ Q) § I-< I-< ro ;.=:..C::~Q) c z, s i:: Cl) 1i1 .0~1-<.0;::1l5::~ c, Cl) 0 0 "O & ]~~P.. ..... cd p....C:: i:: 
~ rn O C/l & 'in & ~.I-<:~ § s .... E ~ i:: rn cd ;.=: 1-< rn :::1 
Cl) cd Q) ..... § 81-<1-<;:jQ);::1·....., ..... .0 p..Q EES's ........... I-< 
Q) I-< "O 1-< rn rn 1-< ;::1 rn 

P.. I-< _g § § § .s ·s:i"6'D o o c, ~ ......_ Q) i::oo~P..o;::1 § ...... Q) ·u3 cd ...... ~~ ............ ~."';:! ;:l .......... @ 1i1 a rocd.._.p.. ...... p.. .... 
1i1 ro s~~§] 4ca]]t§§~~ cil o 0 0 Cl) i:: :::1 :::1 0 0 :::1 Q) I-< ~~:3: ~ ~ Cl O'.l O'.l ~ ~ U) ~ Cl) Q) 

P.. I P.. 

3 I-< § cd 
:::1 ...... 

cd "O "O 
Cl] 

"O § Cl) 
rn 

...J 0 P.. Q) cd 
U) &:: ..... 02 .... 

eo a R .g a § §< ~ .z :::1 i:: ...... 
i:: Q) ...... § v ::_ § ...J Cl) ...... ~ 

0 ~.o .... I-< ...... 
;':$ s Q) 

0 (/l Q) .0 C\I ro P.. ii Cl 
c So ..... 

ro P.. ;:l ~ii: I-< P.. -a Q) ro I-< P.. b.() :::1 E-< :::1 Q) ...... 
U) § rn o 

~ § § @ · ... 
§ ~ eo a 

ro "O 
~...:i i:: -~ ...:i I-< 0 ..... 
I-< :::1 ..c:: :::1 
;:l "O 0 ...... 

"O Q) 82 Q) (/l Q) i:: rn o 
o&:: P.. .... . '"" 

&:: ro .... 

cil cil ...... § .s eo i:: § s i:: 0 .... • .... Cl) . .... (/) 
"O "O (/) aS e L, i::nQ ,.., ,... ...... c.. - = 0.. 0 - (' c .. >-, ...... - \.. :.. - - = ·- '"O - c: ~ - --::::: - - - - - - - - : : -= - c. ~ a: :: = ~ ....:: ..; 



c 
] 
·c ... 
.D 
E u 
E 

e 
~ 
0 
.<: 
0 

E 
8. 

c 
d c 
0 -g 
E 
[ 

:: 

0 0 

< z < en 
j 
~ 

: c -c _.:::. 
... 0 
, ~ 

,'l - 
~ e, 

·--, 



I I. II. 

- - -:-- :: - ii~iH 

0 

=- - 
< 

< z 
< 

• 
CXl 

:l. 
I 

I 

- - - =- 



0 
0 z 
:J 

z 
z 
< z 
< 
< 

"' - 

< 

.... 
~ 
0.. 
;:1 r:o 

~ - - 0 O N 

.. z ~ 



- - .... -= ::li !-- - - - '-' - c:. J=:c 

..... 
Cl) 
tiS 
E 
I-< 
.£ 
.8 
§ ..... 
1-c v 

'e c - 
. - ,... 

I I I I I 

- 
~ - 
0 

~ - 
- - 



I . 

- 

- 

- 
?; .= 
;: ~ 

~="'- :E: - 

s t: =~ ~ - - - .:: :: =~ 
- 

t~~ =. - --::: 

:. ---- 

filil= ==-~==- ~1~~i- 

= 

014---- ... ~ 
J - 

i - -< 

- - - - - - - - 
= ~ E !r--=I 

- - -= - 

) 

~-: "E ~ =-- ~-= .El-:: - 
"C 3] g - a l§·S ..., s z].§ 

s~ -§ §. : E .o » _g w CIS s ij $ 
~1%1 ~ Ill Ill~ Cl) o..o.... -0 
"' al .... Ill ....... § .., ;, .s Q .., .0 § 

"'Q s -2 g - ~5:: lll'a c : 0... 
- -0 0... co c, S.o 

-~ § 
.<=: ., 
..... ..... 

s bD'"' § -0 

~Q ~.~ ~- -0 
:::.-8:: s 
-~ <II 

.... 
Ill 

~B 
.., 

0.. Ill $ E! -~~ e_·~ <II ;, 
-0 Q) <II 

VJ -0 ~.o § 
<II VJ s .... <II Cl) ...., 

• VJ @ .., ;, 
-0 --a .So ~ a .2 § - c : 0... z «, - -0 0... 

- - 
1 

~--- -=~ 
~.i:: - 

I 

- - -- 

- - 
- - 

= 

= 

I II 

I, 

- - - 

- - - 
- :. 



~ ~ E §..£ e ..: ~ c= = = = = - ~L~iJ_ 

ij ...., ~ ...... .... 
ij ...., 

N 
~ ...... .... 

- 
~ 1 ~:: 

§ 
.0 

I ...... 
d 
.§ 

- - - - ~- 
':-" s- - 

- - :--=. 
= 
- - - -: 



0 

..c: 
Q) ...... 
0 

] 
'a 

Cl.I ..... 
0 

- 



. ~ - - - :: 

J J I I 

- I., 
0 



= 0 

- = 
.. 

0 .... 

.... ... 0 ... e s e ::, 0::, 
tn c: "' 

~ ....... 
e 
d ...... 

(') 

E 
.!!!, 
N 

- 
- ~ .... 

"" ~ ~ (') 
~ 

-= !: 
• ~ 
_,;,. 
.:: -- 

• -== - ~ [f; -"O c 
c s 

a ~Q .. 
!! c:- co. 

.i c -c...c. 
,: .>I "' " .., .. -- c: d O 

~ :~ s::, -- :.a t; .... 'Os: ....... ..>: .;; 
c ::, ::, 

::: IJIJS ~ ~ IJIJ";?,s:::'"'0 : c -~.., oi;.,v~- 
:i: ~~] 

::i:: ., ___ p.. 
:>, '° O'tl ll. 

-c: d 
'O 

.0 c: 
-- d .., ... 

t: 

i = = 
~ - : -_=_ :_- = ....__ 

--~;x~c 



t-­ - - 0 N 



.. - 

..... rn 
tU 
§ 
.£ 
~ ...... 

I I I I I I I I I 

~ ..... ...... 
.0 
~ 

- - 



L I 

-:.: ' - 
~ .L • . - - 

i : 
...:r. :. .: = 
- i .. .= - .... - - . 

;;,;; ;;: . 
;;: 
- - 

i:: i:: 
al OS 

"Cl"O 

I! 

- 
N .; ~ ; '": 

~--; 
:;..= 

0 
I 

11) 

{]--0 

-<>- 

..... ..... 

e 
·~ .... 

< z 
< 7. ~ 
< 

z: 

·~ 
.c: 
<') 

I 

e 
al . ..., .... 



0 ..... 

- 
- 

- - - 
: co 

- .::. 

..!. 
s ::: r,... 
- - 

: - - IO - - 
:.. 

= - II) - 
.;;. - 

- v .. - < 

= 
- 

·c: d ., E 
.0 ·c: 
~B 

c 
c, 0 .,.c: 
"0 ,::: El ~ 8. 

..., e ;:: .. 



·• petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan lnformasi Publik 
- salah saru denzan dilmgkari 
- y=. tidak pern; 

( ) 
Nama dan Tanda Tangan 

-·-·-·· } 
- _3 dan T and a T angan 

Pemahan lnfarmasi - gas Pelayanan lnfarmasi 
- rima Permahanan) 

Bungo, ...........•...•...... ,,,, 2017 

endapatkan Salinan Informasi***: 
;ambil Langsung 

emperoleh Informasi**: 
- t/membaca/mendengarkan/Mencatat 
::apatkan salinan informasi (hardcopy / softcopy)*** 

- Penggunaan Informasi 

Informasi yang dibutuhkan 
....................................... 1 . 

Telepon/ E-mail 

No. Pend.aftaran {diisi petugas)*: •.•••.•••••••••.••••••.••.•••..•• 
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 

Jalan R. M. Thaher No. 503 Muara Bungo 
Telp. (0747) 21511, Fax (0747) 21510, Website: www.bungokab.go.id 

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID) 
KABUPATEN BUNGO 

-· TOH FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI 

~ (!;> TAHUN 2017 

-- G 
AR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT 

~LOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
_ATEN BUNGO 

- ... --------~------- 



pabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon 
.nformasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 
14 (empat betas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon 
:nformasi Publik. 

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal 
menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka 
pemohon informasi dapatmengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) harl kerja sejak dipermohonan informasi ditolak. Atasan PPID 
wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yangdiajukan Pemohon Infonnasi 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kcrja sejak keberatan - tertulis yang ctiaJukan 
oleh Pemohon Informasi diterima. 

Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberltahuan tertulis atas diterima 
atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) harl kerja sejak 
direrimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat 
:nemperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja. 
PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA 
,. OMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak 
diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin perm.intaan informasi 
anda kuran len a . 

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan inform.asi berdasarkan Peratu.ran 
?-.mpinan 
3adan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik) 

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan 
blik, kecuali : 

a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: 
Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak 
atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, 
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam 
Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan 
hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; 
Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang 
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau 

Pengadilan,- Info1111asiyang ddak bolen diungkapkan berdssarkan Undang-undang. 
Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau 
didokumentasikan 

Hak-hak Pemohon Informasi 

- 2 - 



- suam dokumen, rnaka diberikan alasan penghitamannya 
Gl yed ia ka ;"j • forma . ya;:1g dimin :a 

- sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan. 
-~ salah satu dengan memberi tanda (./). 
~.aya penyalinan (fotokopi atau cd dan/atau biaya pengirim.an (khusus kurir dan pos} sesuai dengan standar 

-". yang telah ditetapkan. 
:..ca ada penghitaraan · r - • 

·· · de gan ere:-~ - 

( ) 
Nama & Tanda Tangan 

Muara Bungo, 2017 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas (PPID) 

ormasi tidak dapat diberikan karena:** 
'crmasi yang diminta belum dikuasai 
crmasi yang diminta belum didokumentasikan 

iaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ***** 

0 Hal-hal terkait lnformasi Publik Keterangan 

l Penguasaan Informasi Publik** Kami 
Badan Publik lain, vaitu ... 

2 Bentuk fisik yang tersedia** Soft copy (termasuk rekaman). 
Hard coov I salinan tertulis. 

3 Biaya yang dibutuhkan*** Penyalinan Rp. ... x ....... (jmlh lembaran) 
= Rp ............ 
OPengiriman Rp ............ 
OLain2 Rp ............ 
Jumlah Rp .......... 

4 Waktu penyediaan .............. hari 
5 Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dirnohon**** 

(tambahkan kertas bila perlu) 
. ···························································································································· 
···························································································································· 

oeritahuan sebagai berikut: 
ormasi Dapat Diberikan 

::.asarkan permohonan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor 
- taran* .... , 

menyampaikan kepada Saudara/i: 

PEMBERITAHUAN TERTULIS 

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 
DAN DOKUMENT ASI DAERAH {PPID) 

KABUPATEN BUNGO 
Jalan R. M. Thaher No. 503 Muara Bungo 

Telp. (0747) 21511, Fax (0747) 21510, Website: www.bungokab.go.id 

.L R PE BERlTAHUAN TERTULIS 
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registrasi pennohonan lnformasi Publik.. 
~~us·= pad.a Pasal 17 huruf a - i, UU KIP. 

, ciisi oleh PPID sesuai dcngan pasal pengecualian dala.m undang-undang lain yang mengecualikan 
dan undang-undangnyal. 

( ) 
Nam.a & Tanda Tangan 

Muara Bungo, 2017 
Pejabat Pengelola Informasi dan Doku.mentasi (PPID) 

~ Pemohon informasi keberatan atas penolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat 
-engajukan keberatan kepada Atasan PPID, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja 

_ak menerima Surat Keputusan ini. 

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK 

ngan demikian menyatakan bahwa : 

- wa berdasarkan Pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut menimbulkan 
sekuensi sebagai berikut: 

Pas al 17 huruf ............... Pengecualian informasi UU 
Pengecualian informasi KIP** 
didasarkan pada alasan 

Pasal .............................. UU ...................... *** 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah: 

.•.....••.•........••••.•••••••..••..•.•...•.•.•.•.............••.......•••••••••. 

.................................................................................... 

.......•....•.•..•.•.•••.•••••••...••••....•••.....•...•.•..•••..•...•...•••••...• cian Informasi yang dimohon 

No. Pendaftaran {diisi petugas)*: ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 

Jalan R. M. Thaher No. 503 Muara Bungo 
Telp. (0747) 21511, Fax (0747) 21510, Website: www.bungokab.go.id 

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI DAERAH (PPID) 

KABUPATEN BUNGO 



(- 

( ) 
Nama dan Tanda Tangan ........................................... ) 

ama dan Tanda Tangan 

Pengaju Keberatan 
Mengetahui, 

Petugas lnformasi 
(Penerima Keberatan) 

Muara Bungo, 2017 

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya 

/ TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN 
ggal) {bulan) (tahun) {diisi oleh petugas) **** 

- US POSIS! ( tambahkan kertas bila perlu) 

:==] A Permohonan Inf ormasi Ditolak 
CJ B Informasi berkala tidak disediakan 
CJ C Permintaan informasi tidak ditanggapi 
~ D Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta 

ci E Permintaan informasi tidak dipenuhi 
F Biaya yang dikenakan tidak wajar 
G Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan 

--:; aan ........•••......••..••.....•..•••••••..•..•..•••• 
ltas Kuasa Pemohon ** 

.•..•..•......••......••••••••••••.•••.••..••••••• ( diisi petugas) * or Registrasi Keberatan : 
or Permohonan lnformasi 

Penggunaan lnformasi 
ltas Pemohon 

FORMULIR KEBERATAN 
(rangkap dua) 

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI 

Jalan R. M. Thaher No. 503 Muara Bungo 
Telo. 10747121511. Fax I0747l 21510. Websije: www.buoookab.oo.id 

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

PEJABA T PENGELOLA INFORMASI 
DAN DOKUMENT ASI DAERAH (PPID} 

KABUPATEN BUNGO 

INFORMASI _Q TOH FORMULIR KEBER r, - .-\7AS PERMOHO 
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